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BUPATI ACEH BARAT DAYA 
PROVINS! ACEH 

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA 
NOMOR -3 4 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA NOMOR 43 
TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA 

NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2018 

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

BUPATI ACEH BARAT DAYA, 

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pejabat wajib LHKPN 
diantaranya Bupati dan Wakil Bupati perlu diatur kewajiban 
dimaksud; 

Mengingat 

b. bahwa Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 43 Tahun 
2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ~ 
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya. 
sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat 
Daya dipandang perlu di lakukan perubahan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara 
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat 
Daya. 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi~ Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, 
Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan 
Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh 
Darussalam (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 
2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4179); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 



5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4633); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara; 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 

13. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tanggal 9 Desember 
2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 

14. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 
2016 tanggal 1 juli 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, 
Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara; 

15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah diubah 
dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 
2017 tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh 
Barat Daya Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 122); 
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Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA 
NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA 
KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA {LHKPN) DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Daya 
Nornor 43 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pernerintah 
Kabupaten Aceh Barat Daya diubah sebagai berikut: 

Ketentuan Pasal 2 huruf a ditarnbah dua huruf aa dan ab. 
sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 2 

Pejabat Wajib LHKPN di Lingkungan Pernerintah Kabupaten 
yang wajib rnenyampaikan LHKPN terdiri atas : 
aa. Bupati Aceh Barat Daya; 
ab. Wakil Bupati Aceh Barat Daya; 
a. Pejabat Eselon II dan yang disarnakan; 
b. Pengguna Anggaran; 
c. Kuasa Pengguna Anggaran; 
d. Pejabat Pernbuat Kornitrnen (PPK); 
e. Auditor; 
f. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa; 
g. Pejabat Unit Pelayanan Pengadaan Kabupaten; 
h. Bendahara Penerirnaan dan Pengeluaran; 
i. Pejabat Eselon III Pada : 

1. Badan Keuangan; 
2. Dinas Pekerjaan Urnurn dan Penataan Ruang; 
3. Dinas Perurnahan Rakyat, Kawasan Perrnukirnan dan 

Lingkungan Hidup; 
4. Kepala Bagian Urnurn Setdakab; dan 
5. Kepala Bagian Keuangan Setdakab. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya. 

Ditetapkan di Blangpidie 
pada tanggal ~ dull 2018 M 
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Diundangkan di Blangpidie 
pada tanggal lo Jlll1 2018 M 
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KABUPATE~H BA~T DA/• 

AKMAL IBRAHIM 

BERITA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2018 NOMOR 3""t 
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